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Menginga*

WALI KCTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FERATURAN WALI KOTA EATAM
NOMOR 173 TAHUN 2C22

TENTANG

PIAGAM PENGA'WASAN INTERNAL

DI LINGKUNGAN PEMZRINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BATAM,

bahwa un-uk menincaklanjuti ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tanun 2008 z=ntang Sistem
Pengendalian Intern Pemer:ntah can Persturan
Asosiasi Auditor Irzern Pemerintah ‘ndones:a Nomor
PER-01/AAIPI;DPN/2021 tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia, disebutkan -ujuan,
kewenangar dan tanggung Jjawab ak:ivitas
Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal
dzlam suatu Fiagam Pengawasan Irtern, dan harus
sesuai dengan Mis: Pengawasan Intern dan unsu--
unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Prak:ik
Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3iP).

bahwa Dbercasarkan pertimbangan sebagaimana
d:maksud dalam huruf a, periu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Piagar: Pengswasan
Irzernal di Lingkungan Pemerintah Kota Batam:;

Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara
Republik Indcnesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraar. Negara vang Bersih can Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepctisme (Lembaran Negara
Republik ndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tembahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor &3 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kszbupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natura,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tehun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diukah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kzbupaten Rokan =Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Neztuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2C08
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inconesia Nomor 4880);

4, Undang-Undang Nomor -5 Tahun 2004 tentarg
Pemeriksaan dzn Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j:

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar Pertundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2C11
Nomor 82, Tan.bahan Lembaran Negara Republik
Irdonesia Nomcr 5729) sebagaimara telah beberapa
kali diubah teraxhir dengan Undanrg-Jndang Noror
13 Tahun 2022 tentang Perubanar Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar Perundang-uncangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(22
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repuklik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2C14
tentang Peme=ntanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah ©Deberapa kali
diubah terakhir dergan Jncang-Uncang Nomor 1
Tzhun 2022 :entang Hubungan Xeuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik ‘ndonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 6757);

7. Peraturar ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Takhun 2008 teatang
Siscem Pengendzlian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tembahan _embaran Negara Repuplik Indcnesia
Nomor 489C); .

Peraturan Pemerinteh Nomor 12 Takun 2017 teatang
Pembinaan dan Pengawasan  Pemnyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negarae Republik Indcnesia Nomor 6041):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pergawasan atas
Penyelenggaraar. Pemerintahan Daerak sebagaimana
teiah diubah der:gan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahum 2009 -entang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tara Cara Perngawasan atas
Penyelenggaraar. Pemerintanan Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2007 tentarg Norma Pengawasan can Kode Eik
Pejabat Pengawas Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagu—maan Aparatur

Negara Nomor 9 Tahun 20C9 tentang Pedoman
Urrum Pelaksaaaan, Psmrantauan, Zvaluasi dan
Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah;

. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2021

tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Jraian Tugas
Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kcta Batam
Tenun 2021 Norucr 860);

~4. Peraturan Wali Kota B-étam Nomor 77 Tahun 2021

tentang Susuran Orgarisasi dar Tata Kerja
Sexretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretar:at
DFRD, Badan Daerah, dan Kecamatan Berita Daerah
Kota Batam Tahun 2021 Nomor 853);

Peraturan Kepala Asosiasi Auditor I=tern Pemerintah
Inconesia Ncmor PER-01/AAIPI/DPN.2021 tentang
Standar Audit Intern Pemer:ntan Inconesia.

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTA= KOTA BATAM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud
dergan:

1.
P

8.

0.

Daerah adaléh Kota Batam.

Pemerintah Daerzh adalah Pemerintah Kcta
Batam.

Wali Kotz adalah Wali Kota Batam:.
Wakil Wali Kota adalan Wak:1 Wali Kota Batam.

Sekretaris Daerah adalzh Sekretzris Daerah Kota
Batam.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutrya
disingkat BPK acalah Lembaga Negara yang
bertugas untux memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republix Inconesia Tahun ~945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali
Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daeran.

Inspektorat Provinsi adalan Inspektorat Provinsi
Kepulauan Riau.

Inspektorat adalah Inspextorat Daerah Kcta
Batam.

10. Aparat Pengawasan Irternal Pemerintah yang

selanjutnya disingkat APIP &acsziah Instansi
Pemerintah yang memiliki tugas pckok dan fungsi
melakukan per.gawasan, terdiri dari Badan
Pengawasarr. Keuangen dan Pembangunan
(BPKP), Inspextorat Jendera. Kementerian/
Lembaga Pemerintah Ncn Departemen,
Inspektorat Provinst, dan Inspektorat
Kabupaten/Xoza.

11. Audit ...
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12;

13.
14.

15.

16.

17.

-5-

Audit acaiah proses identifikasi masalah, analis,
dan evaluasi bukti vang dilakukan secara
independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standar audit wuntux menilai kebenararn,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Auditor adalzh jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wew=nang
untuk melakuxan pengawasan Intern pada
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihax
lain yang d: dalamnya terdapa: kepentingan
negara sestai dengar peraturan perundang-
undangen, yang diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipil dengan hak dar kewsajiban yang diberikan
secara penuk: oleh pejakat yang berwenang.

Auditi adalal pikak yang diperiksa.

Pengawasan Internal adalah seluruh proses
kegiatan esudit, rev.u, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap
penvelerggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangkz memberikan kevakinan yang
memadai bshwa kegiatan teleh dilaksanakan
sesuai dengen tolok ukur yang telah ditetepkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

Piagam Pengawasan _nrernal adalah pernyataan
formal yang menjelaskan nilai, tugas, fungsi,
kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung
jawab Inspektorat selaku pelaksana Iungsi
pengawasan _nternal dan hubungan kerja serta
koordinasi  pengawasan dengan = Lembagz
pengawasan fungsionai, Lembaga pengawasan
eksternal dan Lembaga-:emktaga lain yang terkait.
Program Kerja Pengawasan Tahunan yang
selanjutnya disingkat PKPT adalak upaya untak
meningkatkan efisiensi dan efek-ivitas
pelaksanaan pengawasan deiam rangka
mendukang capaian kinerja Inspektorat serta
sebagai dasar wuntuk menila:/mengevaluasi
kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan.

Asosiasi Auditor Iantern Pemerintah Indonesia
yang selanjutnya disingkat AAIPI adalan
organisasi profesi yang beranggotakan perorangan
dan = unit kerja Aparat Pengawas Intern
Pemerintanh  (APIP) vyang telah mementhi
persyaratan keanggotasn sebagaimana diatur ci
dalam Anggaran Rumah Tangga.

17. Instansi ...
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18.Instansi Penegak Fukum adalzh- Kejaksaan

(1)

(2)

Negeri/Tinggi dan/atau  Kepolisian  Rescr/
Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunya Peraturan Wali Kota :mi
sebagai lardasan, pedoman, lngkup kerja,
kewenangan, dan. tanggung jawab  bagi
Inspektorat calamm melaksanakan pengawasan
Internal di lingkungar: Pemerintah Daerah.

Tujuan cisusunnya Peraturan Wali Kota mi
adalah:

a. menyataken penegasan dan xomitmen dari
Wali Kota tertang pentingnya peran
Pengawasaen Internal dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik;

b. memberikan pemahamsan kepada Pesrangkat
Daerah dan pihak-p:hak terkait tentang
kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab
Inspektorat sehingga dapat mendorong kerja
sama yang sinergis dalam mewujudxan tata
kelola pemerintahan yang baik;

c. mengembangkan budaya kerja BerAKHLAX
atau berorientasi pelayaran, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Lovza., Adaptif, dan
Kolaboratif; dan

d. menciptakan lingkungan pengendalian yang
kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yarg bersin, transparan,
akuntabel, serta bebas dari Xorupsi Xolusi
dan Nepot:sme (KKN), Inspektorat mempunvai
fungsi Perencanzan Program Pengawasan,
Perumusan Kepijakan dan Fasilitasi
Pengawasen, Pemeriksaan serta Pelaksanaan
Tugas lain yang diberikar: Wal: Xota di bidang
Pengawasan.

BAB III ...
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BAB III
KEDUDUEKAN

Pasal 3

(1) Inspektcrat merupakan unsur pengawas dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Inspektcrat dipimpin oleh Inspektur dan dalam
melaksanakan tugasnva bertanggung jawak
langsung kevada Wali Kota melalui Sekretar:s
Daerah.

BAB IV
TUJUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 4
Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Internal untuk:

a. meningkatkan ketasten, efisiensi, efektivitas,
pencapaian tujuan, dan sasaran
penyelengga~zan Pemer:ntah Daerah;

b. meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian
Internal di Pemerirtah Daerah;

c. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen
risiko dalam penyelenggeraan Pemerintakan
Daerah; dar:

d. meningkatkan tata kelola Pemerintah Daeran
yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi,
Kolusi can Nepotisme (KKN).

BAB YV
LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 5
Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan

Pengawasan Internal sekagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, lingkup Pengawssan Internal Inspektorat
terdiri dari:

a. audit ketaatan untuk memastikan bahwa
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintan
Daerah telah sesuai ketentuan;

b. audit kirnerja atas penyelenggarasn tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah;

c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerirtah Daerah;

d. menitoring ...
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d. monitoring dar evaluasi atas penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemer:ntah Daerah;

e. consulting terupa pemberian asa advis yang
meliputi konseling (zoaching clinicl, bimbingan
teknis, asistensi/pendampingan, dan focus group
discussion (FGD).

BAB VI
TUGAS POKCK DAN FUNGSI

Pasal 6

Inspektorat mempunyai -ugas membantu Wali Kcta
dalam membina den mengawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahar yang menjad: kewenangan
Daerah dan mugas pembanzuan olen Perangkat
Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksaraxan tugas sebtagaimana dimeaksad

dalam Pasal 6, [nspektorat mempunyai fungsi:

a. perumusan <ebijakar teknis bidang pengawasan
dan fasilitas pengawasan;

b. pelaksanean Pengawasan Intermal terhadan
kinerja dar keuangan melalui audit, revw,
evaluasi, pemantauar, dan kegiatan pengawasan
lainnya,

c. pelaksanzan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugaszn Wal. Xota dan,atau Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunar laporan hasil pengawasan;
pelaksanzan administrasi inspektorat;

f. pelaksanezan koordinasi pencsgahan tindak
pidana korupsi;

g. pengawasan pelaxsanaan program reformasi
birokrasi; dan

h. pelaksanzan fungsi lair yang diberikan oleh Wa'i
Kota sesuai dengar. tugas can fungsinya.

BAB VII ...
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BAB VII

KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

Pasal 8

(1) Inspektorat memiliki kewerangan untuk:

a.

mendapatkan akses secara penuh, bebas, can
tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi,
tempat/Iokasi, aset, pegawai, catatan
dan/atau dokumenrtasi lainnva dalam bentuk
nonelektronik maupur  elektronik, serta
informasi yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan
Internal;

menyusun  Program  Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan me=entukan obyek
pengawasan, sasaran dan jadwal
pengawasan, tingkat risixc auditan, serta
sumber daya yang Cdiperluken dalam
melaxsanakan pengawasan;

mendapatkan asistensi dari pegawai atau
instansi di luar Inspektorat yang memiiiki
keahiian khusus yang diperlukan dalam
pelaksanaan pengawasan;

mengakses informasi pengelolzan keuangan
Daerah vang dilakukan oleh lembaga lain di
luar Pemerintah Daerah dan Unit Kerja
sebagaimana maksud pada huruf a sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menentukan mekanisme, metodologi, teknik
dan lingkup wak-u pemeriksaan sesuai
dengan standar sudit,pemeriksaan untuk
mencapai tujuan den hrasil pemeriksaan yang
akan dicapai secara optimal;

menyampaikar: hasil pengawasan kepada
pihak-pihak terkait sesvai dengan ketentuan
peraturan perundarg-undangan;

melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
integrasi pengawasan dengan  berbagai
institusi pengawasan dan lembaga terkait
agar mencapai proses can hasil pengawasan
vang berkualitas dar terpadu dan ticak
tumpang tindih;

h. bekerja ...
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h. bekerja sama dengan lembaga pengawasan

lain dalam rangka pemeriksaan <an
peningkatan kompetensi dan profesionalisme
APIP sestai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

menerima/merolak permintaan pemerikszan
dari pihak la-n aras dasar pertimbangan-
pertimbangan rasional yang depat
dipertanggungjawabxan.

(2) Seluruh catatan, dokumentasi, dan infcrmasi
yang diperoleh melaksanakan pengawasan
internal dan dapat bersifat rahasia.

BAB VIII

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Paszl1 9

(1) Inspektorat berperan aktif dalam:

a.

memfasilitasi integrasi sistem pengendalian
internal dan manajemen r:siko ke dalam
penyelerggaraan pemerintah daerah;

mempromesikan budaya efisiensi, penilaian
mandiri, dan keparuhan terhadap standar
etika yarg tinggi; dan

mengembangkan dan meningkatkan
profesionalisme auditor, kualitas proses
pengawasan dan kualitas hasili pengawasan
dengan mengacu. kepada standar
pengawasan yang berlaku.

(2) Inspektorat nertanggung jawab untuak:

a.

memberikan xcnsultasi dan as:stensi kepada
Perangkat Daerah terkait pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan,

melaporkan hasil pengawasan beserta
ikhtisarnya secara pericdik kepada Waii
Kota;

mer:jaga kerahasiaan informas: dar menjaga
keutuhan dokumen yang dipercleh;

menyusun dan melaksanakar PKPT vang
berbasis risiko, khususnya dalam hzal
penentuan skala prioritas dan sasaran
pengawasan dergan mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya pengawasan;

€. menjamin ...
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e. menjamin xecukupan dan ketersediaan
sumber cdaya pengswasan senringga dapat
menyelenggarakan fungsi pengawasan
internal secara optimal;

f. menilai dan meningkatkan sistem
pengendalian internal, manajemen r:siko
dan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah tanpa
mengambdil alih tanggung jawab atas
pelakxsanaan -ugas can fungsi vang diawasi;

g. menyampaikan lapcran hasil pengawasan
dan laporan aktivitas pelaxsanaan fungsi
pengawasan internal kxepada Wali Kota
secares berkala;

h. melakukan koordinasi dengan instansi
pengawasan lainnys;

i. menyiapkan Tim Pengawasar Manajemen
terhadaz Kegiatar Inspektorat dengan

menyampaikan laporan manajemen
pengawasan kepada Wali Kota secara
berkala; dan

j- Inspektorat tidak memiliki tanggung jewabd
terhadaz pelaksanaan program can kegiatan
yang dijalankan seteleh dilakukan
Pengawasan Internal, apabila tidak
dilakukan pengendalian irternal varg
memada:, prosedur yang diperlukar,
penyimpanen dokumen secara baik atau
aktifitas lain yang bisa mempengaruki
penilaiar: Inspektorat.

BAB IX
INDEPENDENSI DAN CBJEKTIVITAS

Pasal 10

(1) Kegiatan Pengawasan Iaternal dilexukan secara
independen, bebas intervensi dari setiap elemen
dalam Organisesi Pemerintah Daerzh termasuk
pemilihen objek pergawasan, ruang lingkup,
jadwal peleksanaan, prosedur, dan frekuensi
pengawasan serta penyampaian laporan kepada
Wali Kota.

(2) Inspektorat ...
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(2

B

Inspektorat memberikan penilaian yang
berimbang terhadap segala situas: vang relevan
dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan
pribadi atau pihak lain dalam membuat
kesimpulan =asil Pengawasan Internal.

3A8 X

STANDAR DAN KODE ZTIK

Pasal 11

Pengawasan ‘nternal ditaksanakan sesuai dengan
standar profesi yang -relevan meliputi stancar
Pengawasan Internal can standar pengawasan
terkait lainnya.

Dalam melaksanakar Pengawasan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat ‘1), Inspektorat
berkewajipan:

a. memiliki pengetakuan dan keterampiian
teknis yang relevan yang memadai dalam
pencapaian tujuan pelaksarasn pengewasan
internal;

b. memiliki kemampuan berkorrunikasi yarg
baik dengan pihak lain daiam pelaksanaan
pengawasan dan permasalahan teknis terkait
lainnya;

c. meningkatkan kompetensi teknis dan ets
melalui program pergenmbangan profesi; dan

d. menjalarkan kehati-hatiar  profesi (due
professional care) daiam melaksanakan tugas.

BAB XI

-JUBUNGAN KERJA SEMA DAN KOORDINASI

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Inspektorat cengan Auditi

Pasz” 12

Untuk mewujudkan efextivitas, efisensi dan nilai
ekonom: pelaksanaan Pengawasan Irternal,
Inspektorat menjalin hubungan kesrja sama dan
koordinasi yang sinergis dengan Auditi.

Hubungan kerja sama dan koordinasi yang
sinergis sebagaimana yang dimaksud pads ayat
(1) meliputi:

a. penyampaian ...
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penvampaian rencana pengawasan Kkepaca
Auditi setiap awal pemeriksaan.

komunikasi yang efektif sekingga tercipta
kerja saria vang konstruktif can kondusif;

permintean tanggapan/perdapat terhacap
kesimpulan temuan dan rekomencasi dari
Inspektorat termasuk tindakan/perbaikan
rencana aksi secara tertulis kepada Auditi;

penvampaian Laporan Hasii Pengawasan
(LHP};

pemberiar: layanan advisory (pendampingan,
asistensi, konsultasi) terka:it peningkatan
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintakan
Daerah;

pemberiar: pendampingan kepada Auditi paca
saat pemeriksaan oleh BPK;

penetapan status penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan (TLHP) interral; dan
koordinasi penyeiesaian tindek lan-ut hasil
pengawasan eksterrial dengan BPK.

Bagian Kedua

Inspektorat dengan APIP Lainnva

Pasal 13

(1) Hubungan xerja samea dan kcordinasi antara
Inspektorat dengan Insgpektorat Provinsi berupa:

a.

b.

koordinasi Pengawasan Daerah/Penyusunan
PKPT;

koordinasi penyelesaian Tincax Lanjut Hasil
Pengawasan;

kerja sama pergemkangan sumbsr daya
manusia pengawasan;

audiensi den konsultes: peleksanaan tugzss
pengawasan,;

partisipasi dalam kegiatan, ciskusi, seminar,
lokakarya, workshop, atau sos:alisasi terkait
kegiatan pengawasan; dan

koordinasi, komurikasi, dan kerja sama
dalem Forum Bersama API? se-Provinsi
Kepulauan Riau.

(2} Hubungan ...
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4

Hubungan kerja sama dan koordinasi antara
Inspektorat cdengan Inspektorat kabupater:/kota
lain berupa:

a. audiensi atau studi banding peningkatan
wawasan di bidang pengawasan;,

b. partisipas: calam kegiatan ciskusi, seminar,
loka karya, workshop, atau sosialisasi terkait
keg:iatan pengawasan; dan

c. kegiatan telaahan sejawat.

Hubungan kerja sama dan kocrdinasi antara
Inspektorat  dengan Inspektorat  Jenderal
Kementerian Dalam Negeri <an Inspektorat
Jenderal  Xementerian/Lembaga  Pemerinzah
Nondepartemen lainnyva, berupa:

a. partisipasi dalam Rapat Koordinasi
Pengawasan Nasional sebagai apaya
koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi
pengawasan antara Pemerintah Pusat can
Daerah;

b. partisipasi dalam Pemutakh:ran Data Tincak
Lanju: Easil Pengawasan;

c. audiensi dan konsultasi pelaksaraan tugas
pengawsasan;

d. partis:pasi dalam kegiatan diskusi, seminar,
lokakarya, worksnop, atau scsialisasi zerxait
kegiatan pengawasan; dan

e. pelaksanaan Audit Bersama (joint audit).

Hubungen kerja sama dan koorcinasi antara

Inspektorat dengan Badan = Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKZ), berupa:

a. partis:pasi dalam Pemutakhiran Data Tindzk
Lanju- Easil Pengawasan;

b. kerja sama pendampingan dan peningkatan
akuntabilitas penyelenggsraan
pemerinzahan daerah;

c. audiensi dan konsultasi pelzksanaan tugeas
pengawasan;

d. partis:pasi dalam kegiatan diskusi, seminar,
lokakarya, workshop, atau sosialisasi terkait
kegiatan pengawasan; dan

e. pelaksanaan Audit Bersama (joint auadit).

kegiatan telaahan sejawat.

Bagian ...
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Bagiar: Ketiga

Inspektorat dengan Ascsiasi

A_ditor Internal Pemmerirzteh Indonesia (AAIPI)

Pasezl 14

Huabungan keria sama dan koordinasi antara
Inspektorat dengan AAIPI berupa:

a.

B

Partisipasi dalam keanggctaan dan
kepengurusar: AAIPI; dan

Partisipasi dalam  kegiatan  peningkaten
profesioralitas dan pengembangan kapak:litas
APIP yang diselenggarakan oleh AAPI.

Bagian Xeempat

Inspektorat dengan Xementerian Pendayaguraan
Aparatur Negara can Reformasi Birokrasi

Pasal 15

H-bungan kera sama dan koordinasi antara
Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Biroxrasi berupa:

a.

partisipasi dalam Forum Kcmun:kasi
Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda)
sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan
integrasi pendayvagunaan aparatur negars;

fasilitasi can asistensi neningkatan
akuntabil:itas kinerja instansi Pemerintah;

fasilitasi dan asistensi penerapan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi B:rokrasi
(PMRB) dan tukar pengalaman dalam
Pelaksanaar: Reformasi Birokrasi;

audiens: dan konsultas: pelaksanaan tugas dan
pengawasan: dan

partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar,
lokekarya, workshop, atau sosialisasi terkait
kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspek-orat cengar

Badan Pemeriksa Keuangan

Paszl 16

Hubungan kerja sama dan kocrdinasi antara
Inspektorat dengan BPX berupa:

a. memfasilitasi ...
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memfasil:tasi dalam kegiatan pemuatakhiran data
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

koordinasi pelaksanaar. pemerikszan oleh BPK;

penyampatan surat manajemen (management
letter) oleh BPK atas pemerikasaan terhadap
LKPD azau sudit; can

penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LH?)
BPK terhacap remeriksaan atas Laporar
Keuangan ['emerintah Daerah, audit denger
tujuan tertentu atau audit investigasi.

Bagian Keernam
Inspektorat dengar:
Instansi Penegak Fukum

Pzsal 17

Huabungan kerra sama dar koordinasi antara
Inspektorat dengan Irstansi Penegak Hukum
berupa:

a.

melaksanakan pemeriksaan atas permintaan
dari peregak hukum bercesarkan perintah Wali
Kota; dan

memberikan keterangan pada saat proses
penyelidikan, penyidikan, dan persidangan ates
suatu perkara terkait dengan permintaan atau
perintah Wati Kota.

BAB XII

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

(1)

Pasal 18

Plagam Pengawasan Iaternal memuat tujuar,
kewenargan, dan tanggung jawab aktivitas
Pengawasan Internal bagi Inspektorat dalem
melaksanakan Pergawasan Internal di
lingkungan Pemerirtan Daerah.

Piagam Pengawasar Irternal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatargani oleh Wali
Kota dar: Inspextur Daerah.

Bentuk, isi, dan penjelasan Piagarm Pengawasan
Internal sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
tercantum calam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

BAB XIII ...
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapxan Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Batam Ncmor 39 Tahun 2C17
tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit
Charter) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
(Berita Daerah Kota Batam: Tahun 2017 Nomor 546)
sebagaimana telzah diubal dengan Peraturan Wali
Kota Batam Nomor 36 Tahun 201 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batara Nomor
39 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal
(Internal Aucit Charter) di L:ngkurgan Pemerintah
Kota Batam (Berita Daeral: Kota Batam Tahun 2C18
Nomor 623), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 20

Peraturan Wali Kota :n: berlak: pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturen Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Ber-za Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Sepremgee 2072
WALI KOTA EATAM

f |
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 sepesmnee 202

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 104!



LAMPIRAN FERATURAN WAL: KOTA BATAM

NOMOR : ' TAHUN 2022

TENTANG : PIA3AM PENGAWASAN NTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
XKOTA BATAM

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
21 LINGXKUNGAN PEMERINTAH KCTA BATAM

PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pangawasan Intern adalah seluruh proses kegialan audit. reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggarasn wugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberkan
kevakinan yang memada bahwa kegiatan tetah dilaksanakar sesuai dengan tolok ukur yang telah
difeiapkan secara efektif dar efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan

yang baik.

. Inspektorat Daerah Kota Betam merupakan unsur pengawas dalam penyedenggaraan Pemernieh Daerah
delam melaksanakan tugasnya bertanggungewab langsung kepada Weli Kata melslui Sekretans Daeral.

Inspextorat Daerah Kota Ba'am diberi kewenangan olzh Wi Kota Batam untuk mencapatkar akses secara
penh, bebas. dan tidak dicatasi terhadap seluruh “ungsi, tempai/lokasi, essei, pegawai, caiatan dan/atau
dokumentasi iginnya dalam bentuk non elektranik maupun elektronik, serta informasi yeng diperiukan
sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasarn Internal.

Pazzl & Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pamerintah wait menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian vang bak melalui
Penegakar irtegritas dan nilai etika;
" Komitmean terhadap ko petensi;
Kepemimpinan yang kendusif;
1 Pembentukan struktur o-ganisasi yang sesuai dengen kebutuhan;
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
Penyusunan dan penerepan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumoer dava manusiz;
Pamwujuden peran aparat pengawasan inern pemerintah yang efektif, can
Hubungar kerja yang beik dengan instansi psmerntah terkait.

Dalam -angka menjalankan fugas dan fungsi serta kawenangan Inspekiorar, maka :

1) Imspektorat senantiasa dilibatkan dalam pe bahasan isu-isu stra‘egis organisas. termasuk
pengopiimelan dalam pemanfaatan IT; ;

2} Pengawasan dilakukar oieh pimpinan terhadap kegiatan ‘nspekloret;

3) Irspektorat mendapatkam alokasi sumber daya yang profesional, ditenda: dengan SDM yang terlatih
aiau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Iniern Pemerintah [AFIP); dan

4) Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) inspektoral disahxan oletl: [mspektur.

Fiagam: Pengawasan Intern ini mulai berleku sejek tanggal dietapkan. Piagam FPengawesen ini dapat
direviu dar dipsrbaharui secara berkala untuk dilihe: kesesuaiannya dar apahila diperluker maka axan
diisk_kan perubenan dan/etau penyempurnaan guna menjamin keseleraszn dangan praktik-praktix terbaik
di bdang pergawasan inem, perubahar lingkungan crganisasi, dar perkembengan praktik-praktik
penyelenggarsar tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam

Disahkan oeh :
WALI KOTA BATAM INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM

ImbRaseasesRbabs bhes

WALI XOTA BATAM




